
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024 

 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 
TARGET 

KINERJA 

1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan, serta 

pendokumentasian informasi hukum, dan 

penyuluhannya 

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi 

penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pemilu 

100% 

2 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan 

pelayanan pertimbangan hukum 

Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan 

KPU 

90 % 

3 Tersedianya pedoman laporan dan audit 

dana kampanye, verifikasi partai politik 

dan/atau anggota perorangan DPD 

Persentase satker yang mampu memfasilitasi 

kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, 

dan sesuai ketentuan perundang-undangan 

1 Dokumen 

Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk 

pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai 

Politik dan/atau syarat dukungan Calon 

perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan 

Pemilu/ Pemilihan 

1 Dokumen 

4 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data 

kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, 

serta pemeliharaan dan inventarisasi 

logistik Pemilu/pemilihan 

Persentase satker yang mampu memfasilitasi 

pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi 

logistik dengan tepat 

100% 

5 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam 

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 

Persentase Satker yang mendistribusikan logistik 

Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat 

jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu 

100% 

6 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran 

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan 

KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif 

dan efisien 

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi 

pengelolaan perencanaan program dan anggaran 

Pemilu 

100% 

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana 

kerja yang telah ditetapkan 

12 Kali 

7 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan KPU 

Persentase KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai 

akuntabilitas kinerja minimal B 

70 % 

8 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan 

kinerja 

Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan 

pembangunan Zona Integritas Menuju 

WBK/WBBM 

75 % 

9 Terwujudnya sistem administrasi 

penyelenggaraan pemilu yang tertib, 

efektif dan efisien 

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang 

akuntabel dan tepat waktu 

90 % 

Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan 

Tepat Waktu 

85 % 

10 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

Persentase KPU Provinsi yang ditunjuk sebagai 

pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk 

penilaian mandiri RB 

100 % 

11 Tersedianya data, informasi, sarana dan 

prasarana teknologi informasi serta 

penerapan e-government KPU 

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, 

membangun, dan mengembangkan sarana dan 

prasarana IT Pemilu 

100% 

Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi 

Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, 

handal dan lancar 

100% 



 

 

Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara 

terintegrasi 

100% 

12 Terwujudnya Data Pemilih secara 

Berkelanjutan 

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang 

memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu 

100% 

13 Peningkatan kompetensi SDM KPU Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka 

Peningkatan Kompetensi SDM 

100 % 

Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi 

Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas 

KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal 

70  

Orang 

14 Meningkatnya tertib administrasi dan 

pengelolaan sumber daya manusia Secara 

tepat waktu dan akurat 

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan 

kepegawaian 

97,5 % 

Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai 90 % 

15 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada 

Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, 

Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan 

Masyarakat) 

Persentase penyampaian informasi dan publikasi 

dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilan 

di media publikasi 

10 Kab/Kota 

16 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota 

yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar 

Pemilu (RPP) 

10 Kab/Kota 

17 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu Persentase satker yang mampu fasilitasi kegiatan 

persiapan pemungutan dan penghitungan suara 

dengan baik 

10 Kab/Kota 

Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara 

10 Kab/Kota 

Terlaksananya Sumpah/Janji Anggota  DPR, DPD, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 

10 Kab/Kota 

Persentase satker yang mampu melaksanakan 

kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan 

sesuai ketentuan 

10 Kab/Kota 

18 Terselesaikannya permasalahan 

pengelolaan keuangan 

Persentase satker yang menyelesaikan Pembayaran 

Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu 

100 % 

19 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik 

Negara sesuai dengan Peraturan dan 

Perundangan yang berlaku 

Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan 

SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data 

SAK 

5 Laporan 

Persentase KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam 

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material 

5 Laporan 

20 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di 

lingkungan KPU Provinsi/KPU 

Kabupaten/Kota 

Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan 

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang 

dapat ditanggulangi 

100% 

21 Meningkatnya Kualitas Layanan 

Persidangan dan Protokol 

Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada 

yang bersamaan dalam waktu dan tempat 

100% 

22 Terwujudnya Dukungan Sarana dan 

Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran 

Tugas KPU 

Persentase sarana transportasi untuk mendukung 

kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 

100% 

Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung 

kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 

100% 

Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU 

Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan 

baik 

100% 

23 Meningkatnya Kualitas Layanan 

Persidangan dan Protokol 

Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti 

paling lambat 4 hari kerja 

100% 

Ternate, 2 Januari 2024 

Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Maluku Utara, 
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